
Negara ... 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Daerah lstimewa Yogyakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

a. bahwa untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, program 
dan kegiatan pembangunan dengan tugas dan fungsi 
setiap Perangkat Daerah, maka perlu mengubah 
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26 Tahun 2016 
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016- 
2021; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta 
ten tang Peru bah an Atas Peraturan Walikota Surakarta 
Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota 
Surakarta Tahun 2016-2021; 

WALIKOTA SURAKARTA, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

\ . 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 26 
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA 
TAHUN 2016-2021 

TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA 
NO MOR 20 TAHUN 2017 

WALIKOTA SURAKARTA 
PROVINS! JA WA TENG AH 



13. Peraturan ... 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
4. Undarig-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Un dangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 481 7); 

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 3); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan di Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 
Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); 
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(2) Isi beserta ... 

: Pendah uluan; 
: Gambaran Pelayanan PD; 
: Isu - isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi; 
: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan; 
: Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, 

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif; 
: Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan 

Sasaran RPJMD; 
: Penutup. g. BAB VII 

f. BAB VI 

a. BAB I 
b. BAB II 
c. BAB III 
d. BAB IV 
e. BAB V 

(1) Sistematika penyusunan Revisi Renstra PD terdiri dari: 

Pasal 5 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 seluruhnya berbunyi sebagai 
berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26 Tahun 
2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah 
Kota Surakarta Tah un 2016-2021 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 
Nomor 31) diubah sebagai berikut: 

Pasall 

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA 
NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 
SURAKARTA TAHUN 2016-2021 

MEMUTUSKAN: 

13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 
Surakarta Tahun 2008 Nomor 2); 

14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta 
Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Surakarta 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta 
Nomor 1) 

15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dae rah 
Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota 
Surakarta Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surakarta Nomor 56); 

16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surakarta Nomor ); 

3 

Menetapkan 



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 37 

BUDI YULISTIANTO 

Diundangkan di Surakarta 
pada tanggal \5 Sctp~av ~0\7 
SEKRETARIS D H KOTA SURAKARTA, 

WALIKOTA SURAKARTA,I- 

~~ .... 

"/~ FX HAD! RUDYATMO. 

Ditetapkan di Surakarta 
pada tanggal 1~ ~ttvl'oelf' '20l7 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta. 

Pasal II 

(2) Isi beserta uraian Revisi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dengan Peraturan ini. 
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REVISI RENCANA STRATEGIS PERANGKAT 
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KOTA SURAKARTA 
TAHUN 2016-2021 

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 
2016-2021 

STRATEGIS REN CANA TENTANG 

LAMPI RAN 
KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA 
NOMOR ~O 1""At\UT1 00\7 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA 
SURAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2016 



WALIKOTA SURAKARTA, 9- 

Demikian Dokumen Renstra PD ini disusun guna menjadi acuan 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk tahun 2016- 
2021. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

